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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14° TAHUN 2010 )

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

AMGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tehun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dan dalarn rangka tertib administrasi pengelolaan

keuangan desa, periu menetapkan Pedoman Penyusunan,

Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Luwu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pandapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Luwu Utara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat I Luwu Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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wf,

10.

11,

13,

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoar 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006  Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2007
tentang Keuangan Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 158},

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Luwu Utara (Lembkaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nemor 179);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan + :  PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN LUWU UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

4,

10.

11.

12,

13,

14,
15,
16.

17.

18.
15,

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Desa atau yang disebut lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
desa..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalahi Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
desa, ;

Pelaksana Teknis Perigelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Kas Desa.

Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui setagai pengurang nilai
kekayaan bersih. ' :

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dq;n belanja desa.
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20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

" pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

22. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yag mengakibatkan desa menerima sejumlah atan
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah desa dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

23. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayai kepada pemerintah desa dan/atau hak
pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

24, Utang Desa dalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/atau hak
pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari
pendapatan dana perimbangan pemerintah daerah yang dibagikan ke pemerintah desa.

BAB II
STRUKTUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa

Pasal 2

(1) APBDesa, Perubahan APBDesa Pertanggungjawaban APBDesa adalah merupakan
serangkaian kegiatan dalam penatausahaan dan pangolaan keuangan desa.

(2) Format penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, Pertanggungjawaban APBDesa
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan.

BAB III
PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Perhitungan pengalokasian anggaran dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran 1I
Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

: BAB IV
KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Kode Rekening Anggéran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBDesa
sebagaimana tercantum dalam lampiran LI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan.
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(2) Kode Rekening Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebégaimana dimaksud
pada Ayat (1) bukan merupakan acuan baku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan
keadaan di pemerintah desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. )

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 -~ & — 2010

BUPATI .LUWU UTARA,

‘l? ARIFIN J NAIDIE

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

A. CHAERUL PANGERANG
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR

TELAH DIPERIKSA PARAF

. Sekretarls Daerah

ST 115 21 OO

. Ka.BPMPD / Ka. DPKD f )&

. Kabid Pemdes BPMPD / Kabld Anggaran DPKD 51 ’ @,‘i/ -

TR ¢ 11 O PMPD / KasT vocuiannrensmsseeserarses b
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